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ABSTRAK

Dengan meningkatnya penggunaan merek di Indonesia, membuat pelaku usaha
semakin berupaya mendaftarkan merek milik mereka agar mendapat perlindungan
hukum namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pelanggaran
terhadap merek terdaftar baik disengaja maupun tidak disengaja seperti yang terjadi
antara merek 7 Days dan merek 5 Days. Penelitian ini memiliki tujuan untuk
menemukan bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan oleh Undang —
Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kepada
pemegang hak atas merek serta mencari sistem seleksi merek yang paling optimal
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar tidak terjadi
persamaan pada pokoknya antar merek. Dengan menggunakan metode penelitian
hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dan wawancara untuk mendalami
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan
Putusan Pengadilan terhadap sengketa merek 7 Days dengan 5 Days, maka dapat
ditemukan bahwa perlindungan hukum preventif sudah diberikan oleh negara
kepada pemilik merek namun penerapannya belum maksimal serta sistem seleksi
merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah baik namun perbedaan
individu dalam menseleksi merek yang membuat perbedaan dalam hal menerima
merek. Oleh karena itu pemerintah juga menyediakan perlindungan hukum represif
yang sampai saat ini masih dapat diimplementasikan dengan baik kepada pemilik
merek serta sistem seleksi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bisa
dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Merek; Sengketa Merek; Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



ABSTRACT

With the increasing use of brands in Indonesia, business actors are increasingly
trying to register their marks in order to receive legal protection, but this does not
rule out the possibility that there will be violations of registered marks, whether
intentional or unintentional, as happened between the 7 Days brand and the 5 Days
brand. This research aims to find the form of legal protection that has been provided
by Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications to
brand rights holders and to find the most optimal brand selection system carried
out by the Directorate General of Intellectual Property so that there are no
similarities in essence. between brands. By using normative legal research methods
which are descriptive analysis and interview to explore Law Number 20 of 2016
concerning Trademarks and Geographical Indications and Court Decisions
regarding the 7 Days to 5 Days trademark dispute, it can be found that preventive
legal protection has been provided by the state to brand owners. However, its
implementation is not optimal and the brand selection system by the Directorate
General of Intellectual Property is good, but individual differences in selecting
brands make a difference in terms of brand acceptance. Therefore, the government
also provides repressive legal protection which can still be implemented properly
for brand owners as well as a selection system belonging to the Directorate General
of Intellectual Property which can be collaborated with technological advances.

Key Words: Legal Protection; Trademarks, Brand Disputes,; Directorate General
of Intellectual Property
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